
SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 34 TAHUN 2A25

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PtrRATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 37 TAHUN 2A24 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BtrLAN.IA DAERAH PROVINSI SUIVIATERA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBtrRNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utai-a

Nomor 37 Tahun 2A24 sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur

Sumatera Ulara Nomor 25 Tahun 2025, telah ditetapkan

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah

Prorrinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025;

b. trahwa berdasarkan Bab Vi huruf D angka t huruf a
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubiik

Indonesia Nomor 77 Tahun 2A2A tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan

bahwa Pergeseran anggaran dapat diiakukan antar

organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar
kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelornpok, antar
jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub

rincian objek;

c. bahrva berdasarkan Bab VI huruf D angka t huruf g
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 77 Tahun 2O2O tentang Pedoman

Teknis Pengeloiaan Keuangan Daerah, menyatakan
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bahwa semua pergeseran dapat dilaksanakan 

berdasarkan perubahan DPA-SKPD; 

d. bahwa berdasarkan Bab VI huruf D angka 1 huruf h 

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan 

bahwa pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang 

menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan 

sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala 

Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. 

Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak 

atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat 

nasional atau daerah; 

e. bahwa berdasarkan Bab VI huruf D angka 1 huruf  i 

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan 

bahwa jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum 

perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran 

ditampung dalam Perda perubahan APBD. Jika 

pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, 

dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran; 

f. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan 

Grand Prix of Indonesia F1H2O Powerboat dan Aquabike 

Championship Tahun 2025 di Danau Toba sesuai surat 

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 

B/PO/ 8.11.49/MPO/ VIII/ 2025 tanggal 11 Agustus 

2025 Perihal Dukungan Penyelenggaraan Grand Prix of 

Indonesia F1H2O Powerboat dan Aquabike Championship; 

g. bahwa Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 

Provinsi Sumatera Utara melakukan pergeseran 

anggaran antar sub rincian obyek belanja, perubahan 

uraian sub rincian obyek belanja dalam jenis belanja 

yang sama, pada OPD/Unit Kerja Pemprovsu dalam 

rangka kelancaran pembayaran gaji dan tunjangan PNS, 

CPNS serta PPPK, Peraturan Gubernur sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu diubah; 
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h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf 

e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan 

Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2024 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6864); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
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Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2024 Nomor 648); 

7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran 

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 7); 

    

MEMUTUSKAN: 

  

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETUJUH 

ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 

37 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI 

SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2025. 

   

  Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera 

Utara Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara 

Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera 

Utara Tahun 2024 Nomor 37), yang telah beberapa kali 

diubah dengan Peraturan Gubernur: 

a. Nomor 6 Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera 

Utara Tahun 2025 Nomor 6); 

b. Nomor 7 Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera 

Utara Tahun 2025 Nomor 7); 

c. Nomor 16 Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera 

Utara Tahun 2025 Nomor 16); 

d. Nomor 23 Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera 

Utara Tahun 2025 Nomor 23); 

e. Nomor 24 Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera 

Utara Tahun 2025 Nomor 24); 

f. Nomor 25 Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera 

Utara Tahun 2025 Nomor 25); 

diubah sebagai berikut: 
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  1. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 15 diubah, 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

  Pasal 15 

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam   

Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar 

Rp.7.045.507.098.158,50, yang terdiri atas: 

a. belanja pegawai; 

b. belanja barang dan jasa; 

c. belanja hibah; 

d. belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud                

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp.3.596.395.374.426,00. 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp.2.923.878.020.732,50. 

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada          

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 

Rp.513.233.703.000,00. 

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud  

pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 

Rp.12.000.000.000,00. 

   

  2. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 16 diubah, 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

  Pasal 16 

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp.3.596.395.374.426,00, yang terdiri atas: 

a. belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar 

Rp.1.871.968.032.785,00; 

b. belanja tambahan penghasilan ASN sebesar 

Rp.1.546.773.854.161,00; 

c. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar 

Rp.118.360.842.480,00; 

d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar 

Rp.2.891.885.000,00; 
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e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD 

serta KDH/WKDH sebesar 

Rp.11.551.052.000,00; 

f. belanja pegawai BLUD sebesar 

Rp.44.849.708.000,00. 

(2) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf a 

direncanakan sebesar Rp.1.871.968.032.785,00, 

yang terdiri atas : 

a. belanja gaji pokok ASN sebesar 

Rp.1.398.879.781.496,00; 

b. belanja tunjangan keluarga ASN sebesar 

Rp.132.447.081.000,00; 

c. belanja tunjangan jabatan ASN sebesar 

Rp.11.704.978.520,00; 

d. belanja tunjangan fungsional ASN sebesar 

Rp.98.624.955.000,00; 

e. belanja tunjangan fungsional umum ASN 

sebesar Rp.18.848.091.000,00; 

f. belanja tunjangan beras ASN sebesar 

Rp.72.199.458.000,00; 

g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN 

sebesar Rp 4.270.587.000,00; 

h. belanja pembulatan gaji ASN sebesar 

Rp.24.632.329,00; 

i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebesar 

Rp.116.317.211.440,00; 

j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN 

sebesar Rp.2.928.520.000,00;  

k. belanja iuran jaminan kematian ASN sebesar 

Rp.8.780.693.000,00; 

l. belanja iuran simpanan peserta tabungan 

perumahan rakyat ASN sebesar 

Rp.6.942.044.000,00. 

(3) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
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direncanakan sebesar Rp.1.546.773.854.161,00, 

yang terdiri  atas : 

a. belanja tambahan penghasilan berdasarkan 

beban kerja ASN sebesar 

Rp.288.069.239.000,00; 

b. belanja tambahan penghasilan berdasarkan 

kondisi kerja ASN sebesar 

Rp.228.046.588.000,00; 

c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan 

kelangkaan profesi ASN sebesar 

Rp.1.997.940.000,00; 

d. belanja tambahan penghasilan berdasarkan 

prestasi kerja ASN sebesar 

Rp.224.578.853.000,00; 

e. belanja tambahan penghasilan berdasarkan 

pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar 

Rp.804.081.234.161,00. 

(4) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp.118.360.842.480,00, yang 

terdiri atas: 

a. belanja uang representasi DPRD sebesar 

Rp.3.168.900.000,00; 

b. belanja tunjangan keluarga DPRD sebesar 

Rp.371.651.000,00;  

c. belanja tunjangan beras DPRD sebesar 

Rp.328.396.000,00; 

d. belanja uang paket DPRD sebesar 

Rp.396.113.000,00; 

e. belanja tunjangan jabatan DPRD sebesar 

Rp.4.594.905.000,00; 

f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD 

sebesar Rp.400.000.000,00; 

g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya 

DPRD sebesar Rp.95.306.000,00; 



- 8 - 
 

h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan 

dan anggota DPRD sebesar 

Rp.25.200.000.000,00; 

i. belanja tunjangan reses DPRD sebesar 

Rp.6.300.000.000,00; 

j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan 

anggota DPRD sebesar Rp.75.000.000,00; 

k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan 

anggota DPRD sebesar Rp.50.346.362.480,00; 

l. belanja tunjangan transportasi DPRD sebesar 

Rp.26.956.084.000,00; 

m. belanja uang jasa pengabdian DPRD sebesar 

Rp.128.125.000,00. 

(5) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp.2.891.885.000,00, yang 

terdiri atas : 

a. belanja gaji pokok KDH/WKDH sebesar 

Rp.77.490.000,00; 

b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebesar 

Rp.9.988.000,00;  

c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebesar 

Rp.139.482.000,00; 

d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebesar 

Rp.7.275.000,00; 

e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus 

KDH/WKDH sebesar Rp.7.909.000,00; 

f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebesar 

Rp.2.600,00; 

g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi 

KDH/WKDH sebesar Rp.9.078.400,00; 

h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja 

KDH/WKDH sebesar Rp.160.000,00; 

i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH 

sebesar Rp.500.000,00; 
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j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas 

pemungutan pajak daerah sebesar 

Rp.2.640.000.000,00. 

(6) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan 

DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 

Rp.11.551.052.000,00, yang terdiri atas : 

a. belanja dana operasional Pimpinan DPRD 

sebesar Rp.676.800.000,00; dan 

b. belanja dana operasional KDH/WKDH sebesar 

Rp.10.874.252.000,00. 

(7) Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan 

sebesar Rp.44.849.708.000,00 yang terdiri atas 

belanja pegawai BLUD. 

   

 

 

 

 3. Ketentuan ayat (1), ayat (2),  ayat (3),  ayat (4), ayat (5),   

dan ayat (6), Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

  Pasal 17 

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp.2.923.878.020.732,50, 

yang terdiri atas : 

a. belanja barang sebesar Rp.478.409.314.109,64; 

b. belanja jasa sebesar Rp.1.342.261.570.052,72; 

c. belanja pemeliharaan sebesar 

Rp.151.590.513.792,22; 

d. belanja perjalanan dinas sebesar 

Rp.203.056.989.577,92; 

e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan 

kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat 

sebesar Rp.12.908.675.200,00; 

f. belanja barang dan jasa BOSP sebesar 

Rp.616.567.786.000,00; 

g. belanja barang dan jasa BLUD sebesar 

Rp.119.083.172.000,00. 
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(2) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp.478.409.314.109,64, yang  terdiri  atas : 

a. belanja barang pakai habis sebesar 

Rp.474.205.727.462,64; dan 

b. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria 

kapitalisasi sebesar Rp.4.203.586.647,00.  

(3) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp.1.342.261.570.052,72, yang  terdiri  atas : 

a. belanja jasa kantor sebesar 

Rp.756.354.383.451,72; 

b. belanja iuran jaminan/asuransi sebesar 

Rp.329.870.666.583,00; 

c. belanja sewa tanah sebesar Rp.416.703.705,00; 

d. belanja sewa peralatan dan mesin sebesar 

Rp.104.538.091.295,00; 

e. belanja sewa gedung dan bangunan sebesar 

Rp.8.250.673.752,00; 

f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebesar 

Rp.20.300.000,00; 

g. belanja sewa aset tetap lainnya sebesar 

Rp.504.500.000,00; 

h. belanja jasa konsultansi konstruksi sebesar 

Rp.108.549.267.787,00; 

i. belanja jasa konsultansi non konstruksi sebesar 

Rp.6.801.866.300,00; 

j. belanja jasa ketersediaan layanan (availibility 

payment) sebesar Rp.17.500.000,00; 

k. belanja beasiswa pendidikan ASN sebesar 

Rp.3.089.710.000,00; 

l. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan 

teknis serta pendidikan dan pelatihan sebesar 

Rp.12.444.920.459,00; 

m. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas 

pemungutan pajak daerah sebesar 

Rp.11.377.886.720,00; 
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n. belanja sewa aset tidak berwujud sebesar 

Rp.25.100.000,00. 

(4) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 

sebesar Rp.151.590.513.792,22, yang terdiri atas: 

a. belanja pemeliharaan tanah sebesar 

Rp.971.375.000,00; 

b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin 

sebesar Rp.47.495.641.308,22; 

c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan 

sebesar Rp.33.412.230.435,00; 

d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi 

sebesar Rp.67.540.048.049,00; 

e. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebesar 

Rp.202.669.000,00; 

f. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud 

sebesar Rp.1.968.550.000,00. 

(5) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan 

sebesar Rp.203.056.989.577,92, yang terdiri atas :  

a. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar 

Rp.197.274.613.768,92; 

b. belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar 

Rp.5.782.375.809,00. 

(6) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk 

diberikan kepada pihak ketiga/pihak 

lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf e direncanakan sebesar 

Rp.12.908.675.200,00, yang terdiri atas:  

a. belanja uang yang diberikan kepada pihak 

ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar 

Rp.5.651.725.200,00; 

b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak 

ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar 

Rp.7.256.950.000,00. 
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(7) Anggaran belanja barang dan jasa BOSP 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 

direncanakan sebesar Rp.616.567.786.000,00, 

terdiri atas belanja barang dan jasa BOSP-BOS. 

(8) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g 

direncanakan sebesar Rp.119.083.172.000,00, 

terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD. 

   

  4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

  Pasal 20 

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14 huruf b direncanakan sebesar 

Rp.2.276.138.370.316,50, yang terdiri atas: 

a. belanja modal tanah; 

b. belanja modal peralatan dan mesin; 

c. belanja modal gedung dan bangunan; 

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; 

e. belanja modal aset tetap lainnya; 

f. belanja modal aset lainnya. 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp.7.274.871.952,00. 

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 

sebesar Rp.694.610.898.159,00 

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 

sebesar Rp.205.915.905.127,50. 

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp.1.365.138.459.414,00. 

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan 

sebesar Rp.1.074.299.724,00. 
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(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar 

Rp.2.123.935.940,00. 

   

  6. Ketentuan ayat (1), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10) 

dan ayat (14) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

  Pasal 22 

(1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20                 

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp.694.610.898.159,00, yang terdiri atas: 

a. belanja modal alat besar sebesar 

Rp.8.679.498.218,00; 

b. belanja modal alat angkutan sebesar 

Rp.20.613.163.000,00; 

c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur 

sebesar Rp.53.378.400,00; 

d. belanja modal alat pertanian sebesar 

Rp.267.202.742,00; 

e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga 

sebesar Rp.73.445.032.060,00; 

f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan 

pemancar sebesar Rp.19.061.254.535,00; 

g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan 

sebesar Rp.44.552.369.664,00; 

h. belanja modal alat laboratorium sebesar 

Rp.1.654.073.175,00; 

i. belanja modal komputer sebesar 

Rp.15.225.466.146,00; 

j. belanja modal alat eksplorasi sebesar 

Rp.57.915.000,00; 

k. belanja modal alat bantu eksplorasi sebesar 

Rp.11.031.300,00; 

l. belanja modal alat keselamatan kerja sebesar 

Rp.30.894.198,00; 
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m. belanja modal alat peraga sebesar 

Rp.529.612.004,00; 

n. belanja modal rambu-rambu sebesar 

Rp.9.155.750.000,00; 

o. belanja modal peralatan olahraga sebesar 

Rp.1.538.277.717,00; 

p. belanja modal peralatan dan mesin BOSP 

sebesar Rp.498.735.980.000,00; 

q. belanja modal peralatan dan mesin BLUD 

sebesar Rp.1.000.000.000,00. 

(2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp.8.679.498.218,00, yang terdiri atas : 

a. belanja modal alat besar darat sebesar 

Rp.6.420.528.576,00; 

b. belanja modal alat bantu sebesar 

Rp.2.258.969.642,00. 

(3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 

sebesar Rp.20.613.163.000,00, yang terdiri atas 

belanja modal alat angkutan darat bermotor. 

(4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp.53.378.400,00, yang 

terdiri atas : 

a. belanja modal alat bengkel bermesin sebesar 

Rp.8.528.400,00; 

b. belanja modal alat bengkel tak bermesin 

sebesar Rp.44.850.000,00. 

(5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan 

sebesar Rp.267.202.742,00, yang terdiri atas 

belanja modal alat pengolahan. 

(6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

direncanakan sebesar Rp.73.445.032.060,00, yang 

terdiri atas : 
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a. belanja modal alat kantor sebesar 

Rp.35.936.917.788,00; 

b. belanja modal alat rumah tangga sebesar 

Rp.37.206.340.592,00; 

c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat 

Pejabat sebesar Rp.301.773.680,00. 

(7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan 

pemancar sebagaimana dimaksud pada                

ayat (1) huruf f direncanakan sebesar 

Rp.19.061.254.535,00, yang terdiri atas : 

a. belanja modal alat studio sebesar 

Rp.18.455.835.305,00; 

b. belanja modal alat komunikasi sebesar 

Rp.605.419.230,00. 

(8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g 

direncanakan sebesar Rp. 44.552.369.664,00, yang 

terdiri atas : 

a. belanja modal alat kedokteran sebesar 

Rp.36.154.389.618,00; 

b. belanja modal alat kesehatan umum sebesar 

Rp.8.397.980.046,00. 

(9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan 

sebesar Rp.1.654.073.175,00, yang terdiri atas : 

a. belanja modal alat laboratorium sebesar 

Rp.1.370.935.175,00; 

b. belanja modal alat peraga praktek sekolah 

sebesar Rp.16.925.000,00; 

c. belanja modal alat laboratorium fisika 

nuklir/elektronika sebesar Rp.266.213.000,00. 

(10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar 

Rp.15.225.466.146,00, yang terdiri atas : 

a. belanja modal komputer unit sebesar 

Rp.10.034.831.586,00; 
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b. belanja modal peralatan komputer sebesar 

Rp.5.190.634.560,00. 

(10a) Belanja  modal  alat  eksplorasi  sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan 

sebesar Rp.57.915.000,00, yang terdiri atas belanja 

modal alat eksplorasi geofisika. 

(10b) Belanja  modal  alat  bantu eksplorasi  sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan 

sebesar Rp.11.031.300,00. 

(11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan 

sebesar Rp.30.894.198,00, yang terdiri atas belanja 

modal alat pelindung. 

(12) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar 

Rp.529.612.004,00, yang terdiri atas belanja modal 

alat peraga pelatihan dan percontohan. 

(13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan 

sebesar Rp.9.155.750.000,00 yang terdiri atas 

belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat. 

(14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan 

sebesar Rp.1.538.277.717,00, yang terdiri atas 

belanja modal peralatan olahraga. 

(15) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p 

direncanakan sebesar Rp.498.735.980.000,00, 

yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin 

BOSP-BOS. 

(16) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q 

direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00, yang 

terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin 

BLUD. 
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Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada ti:r:ggai

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi. Sumatera

Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 15 Agustus 2025

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan

pada tanggal 15 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

TOGAP SIMANGUNSONG

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2A25 NOMOR 34

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

Pembina Utama Madya (Iv/d)
hrfn ldaiAA^1 lnnnn- n nnai\ir. 1:70iu+zi- i-Y:7ur.r.) z \J\-r\)
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